ABSTRAK

Disertasi dengan judul “Kualifikasi Wali Nikah Berbasis Kecakapan
Hukum (Menggali Konsep Reformulasi Persyaratan Balig dan Adil Bagi
Wali Nikah Persepsi Penghulu) ini ditulis oleh Saiful Ali dengan Promotor
Prof, Dr. Iffatin Nur, M. Ag. dan Dr. Asmawi, M.Ag.
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Pencatatan pernikahan sebagai bagian integral dari sistem hukum
keluarga di Indonesia memerlukan kerangka hukum yang jelas, mengikat,
dan dapat diterima oleh berbagai pihak, termasuk penghulu yang
bertanggung jawab langsung dalam penetapan syarat-syarat sah nikah.
Pada praktiknya, syarat-syarat menjadi wali nikah, seperti balig, adil,
berakal, dan beragama Islam, sering kali diinterpretasikan dengan
beragam. Ketidakjelasan parameter syarat balig dan adil, menyebabkan
ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada keabsahan pernikahan.
Problem ini menjadi semakin kompleks ketika ditemukan fakta bahwa
seorang yang memenuhi kualifikasi balig tetapi belum dewasa atau tidak
adil tetap diizinkan untuk menjadi wali nikah, karena tidak ada
mekanisme yang jelas untuk mencabut kewenangan sebagai wali.
Persepsi penghulu terhadap kualifikasi wali nikah, berlandaskan pada
pemahaman fikih yang belum terformulasikan secara memadai dalam
aturan hukum yang lebih aplikatif, memunculkan sebuah pertanyaan
mendasar Mengapa syarat balig dan adil bagi wali nikah perlu
direformulasi? Secara filosofis, pertanyaan ini berkaitan dengan
pemahaman tentang kedewasaan dan kecakapan hukum sebagai
prasyarat sahnya seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, dalam
konteks ini adalah pernikahan. Sementara itu, pada tingkat praktis,
ketidakjelasan dalam implementasi syarat-syarat tersebut menciptakan
ketegangan antara apa yang diharapkan dalam norma hukum dengan apa
yang terjadi dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk mengeksplorasi perspektif penghulu sebagai aktor utama dalam
proses pencatatan nikah.

Tiga pertanyaan dalam disertasi ini adalah: pertama, mengapa
perlu dilakukan reformulasi terhadap syarat balig dan adil bagi wali
nikah? Kedua, bagaimana persepsi dan implementasi syarat balig dan adil
oleh penghulu dalam praktik pencatatan nikah? Ketiga, bagaimana
reformulasi kualifikasi balig dan adil bagi wali nikah berbasis kecakapan
hukum menurut persepsi penghulu?

Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara mendalam, studi komparatif, dan dokumentasi. Analisis data

ix



dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif yang
memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul
dari data empiris dan mendiskusikan peran penghulu dalam menetapkan
kualifikasi wali nikah. Pengecekan keabsahan data dilakukan triangulasi,
member check dan diskusi dengan teman sejawat yang tergabung dalam
Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Blitar.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Bahwa syarat balig dan adil
sebagaimana diatur dalam PMA 20 Tahun 2019, PMA 22 Tahun 2024, dan
PMA 30 Tahun 2024, yang mengacu pada bahasa fikih, menimbulkan
ketidakjelasan dalam penerapan praktisnya. Balig, yang dalam fikih
sering diartikan sebagai usia kedewasaan, tidak memiliki definisi yang
tegas dalam peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan
terjadinya penafsiran yang beragam mengenai kapan seseorang dianggap
telah balig. Begitu juga dengan adil, yang sering dipahami sebagai suatu
kondisi moral yang sangat subjektif dan sulit diukur secara pasti. Tidak
adanya penjelasan yang memadai dalam peraturan ini menimbulkan
kebingungan di kalangan penghulu, yang sering kali terpaksa
mengabaikan kualifikasi adil, atau bahkan meloloskan individu yang
belum memenuhi syarat dewasa untuk menjadi wali nikah. 2) Penelitian
menemukan bahwa meskipun penghulu dalam praktiknya mengikuti
pedoman fikih dan regulasi untuk menetapkan balig, sering kali
mengesampingkan kualifikasi adil karena keterbatasan dalam instrumen
dan indikator hukum. Hal ini menggambarkan adanya celah dalam sistem
hukum yang perlu diatasi dengan reformulasi terhadap kualifikasi
tersebut. 3) Konsep reformulasi kualifikasi baligh dan adil persepsi
penghulu diawali dengan konsep kecakapan hukum yang harus dipahami
sebagai kemampuan seseorang untuk secara sah melakukan perbuatan
hukum yang memerlukan tingkat kedewasaan. Dengan kata lain, seorang
wali nikah harus dianggap cakap secara hukum untuk melakukan
tindakan tersebut, yang hanya dapat dicapai apabila ia telah mencapai
usia kedewasaan (21 tahun) menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, konsep adil yang selama ini diterjemahkan secara sempit harus
diperluas. Ketidakadilan seorang wali tidak seharusnya serta-merta
menghalangi perannya dalam wali nikah, kecuali jika ada keputusan dari
Pengadilan yang mencabut hak perwaliannya. Reformulasi ini
memberikan dasar yang lebih jelas dan terukur dalam penetapan
kualifikasi wali nikah yang sesuai dengan prinsip kecakapan hukum dan
lebih mencerminkan pemahaman yang lebih rasional terhadap
kedewasaan. Secara filosofis, kedewasaan sebagai syarat hukum untuk
melakukan suatu perbuatan hukum, bukanlah hal yang bersifat otomatis
atau simbolik, melainkan harus dilihat sebagai ukuran dari kecakapan
hukum. Batasan usia balig dalam konteks wali nikah harus dilihat sebagai
batasan usia di mana seseorang dianggap dewasa secara hukum, yang



tidak hanya berkaitan dengan usia fisik semata, tetapi juga dengan
kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum. Kecakapan hukum
ini harus dijadikan sebagai syarat utama dalam menentukan kelayakan
seseorang untuk menjadi wali nikah, menggantikan ketentuan balig yang
selama ini dianggap lebih berbasis pada usia semata.

Proposisi teori baru yang ditawarkan dalam disertasi ini adalah
integrasi pemahaman antara konsep kedewasaan hukum dengan
kecakapan hukum dalam menentukan kualifikasi wali nikah.
Reformulasi kualifikasi wali nikah berbasis kecakapan hukum ini tidak
hanya memberikan kejelasan mengenai parameter balig dan adil, tetapi
juga menjamin peran wali nikah sebagai pelindung. Sedangkan untuk
kualifikasi adil, selama tidak dicabut hak perwaliannya dari Pengadilan.
Reformulasi ini tidak hanya menawarkan solusi terhadap problematika
implementasi syarat wali nikah, tetapi juga membuka ruang bagi
pengembangan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perubahan
sosial dan perkembangan hukum.
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ABSTRACT

The dissertation with the title "Qualification of Marriage Guardians Based
on Legal Skills (Exploring the Concept of Reformulating the
Requirements for Balig and Adil for Marriage Guardians
Perceptions of Penghulu) was written by Saiful Ali with Promoter
Prof, Dr. Iffatin Nur, M. Ag. and Dr. Asmawi, M.Ag.

Keywords: Balig, Adil, Marriage Guardian, Reformulation, Penghulu

Marriage registration as an integral part of the family law system in
Indonesia requires a legal framework that is clear, binding and acceptable
to various parties, including the penghulu who is directly responsible for
determining the conditions for a valid marriage. In practice, the
requirements for being a marriage guardian, such as being of age, being
adil, being sensible, and being Muslim, are often interpreted in various
ways. The lack of clarity regarding the parameters of the conditions for
puberty and adil, causes legal uncertainty which has implications for the
validity of marriage. This problem becomes even more complex when it
is discovered that a person who meets the qualifications for puberty but
is immature or fasiq is still permitted to be a marriage guardian, because
there is no clear mechanism to revoke authority as guardian. The
Penghulu's perception of the qualifications of marriage guardians, based
on an understanding of fikih which has not been adequately formulated
in more applicable legal regulations, raises a fundamental question. Why
do the requirements for puberty and adil for marriage guardians need to
be reformulated? Philosophically, this question is related to the
understanding of maturity and legal skills as a prerequisite for a person's
legality to carry out legal acts, in this context marriage. Meanwhile, at a
practical level, the lack of clarity in the implementation of these
requirements creates tension between what is expected in legal norms
and what happens in practice. Therefore, this research aims to explore
the perspective of the penghulu as the main actor in the marriage
registration process.

The three questions in this dissertation are: first, why is it
necessary to reformulate the requirements for puberty and be adil for
marriage guardians? Second, what is the perception and implementation
of the requirements for puberty and adil by the penghulu in the practice
of registering marriages? Third, how is the reformulation of puberty
qualifications and adil for marriage guardians based on legal skills
according to the perception of the penghulu?

The research method used in this dissertation is a qualitative
approach with data collection techniques through in-depth interviews,
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comparative studies, and documentation. Data analysis was carried out
using an inductive approach which allowed the author to identify themes
that emerged from the empirical data and discuss the role of the penghulu
in determining the qualifications of marriage guardians. Checking the
validity of the data was carried out by triangulation, member checks and
discussions with colleagues who are members of the Association of
Indonesian Penghulu (APRI) Blitar.

The research results show 1) That the requirements for puberty
and adil as regulated in PMA 20 of 2019, PMA 22 of 2024, and PMA 30 of
2024, which refer to the language of fikih, create uncertainty in their
practical application. Balig, which in fikih is often interpreted as the age
of maturity, does not have a strict definition in statutory regulations,
which causes various interpretations regarding when a person is
considered to have reached maturity. Likewise with adil, which is often
understood as a moral condition that is very subjective and difficult to
measure with certainty. The absence of adequate explanations in these
regulations creates confusion among penghulu, who are often forced to
ignore adil qualifications, or even allow individuals who do not yet meet
the adult requirements to become marriage guardians. 2) Research finds
that although penghulu in practice follows fikih guidelines and
regulations for determining puberty, they often exclude adil
qualifications due to limitations in legal instruments and indicators. This
illustrates that there are gaps in the legal system that need to be
addressed by reformulating these qualifications. 3) The concept of
reformulating puberty qualifications and adil perception of the penghulu
begins with the concept of legal skills which must be understood as a
person's ability to legally carry out legal acts that require a level of
maturity. In other words, a marriage guardian must be considered legally
competent to carry out this action, which can only be achieved if he has
reached the age of maturity (21 years) according to the applicable legal
provisions. Apart from that, the concept of adil, which has so far been
interpreted narrowly, must be expanded. A guardian's fasik should not
immediately hinder his role as a marriage guardian, unless there is a
decision from the Court that revokes his guardianship rights. This
reformulation provides a clearer and more measurable basis for
determining the qualifications of marriage guardians which is in
accordance with the principle of legal competence and reflects a more
rational understanding of maturity. Philosophically, maturity as a legal
requirement for carrying out a legal act is not something that is automatic
or symbolic, but must be seen as a measure of legal skill. The age limit for
puberty in the context of marriage guardians must be seen as the age limit
at which a person is considered legally adult, which is not only related to
physical age, but also to the ability to take legal responsibility. This legal
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competency must be used as the main requirement in determining a
person's suitability to become a marriage guardian, replacing the puberty
provisions which are currently considered to be based solely on age.

The new theoretical proposition offered in this dissertation is the
integration of understanding between the concept of legal maturity and
legal skills in determining the qualifications of marriage guardians. This
legal proficiency-based reformulation of marriage guardian
qualifications not only provides clarity regarding the parameters of
puberty and adil, but also guarantees the role of marriage guardians as
protectors. As for adil qualifications, as long as the guardianship rights
are not revoked by the court. This reformulation not only offers a solution
to the problem of implementing marriage guardian requirements, but
also opens up space for the development of a legal system that is more
responsive to social change and legal developments.
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